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IKHTISAR PUTUSAN
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Tentang
Pemaknaan Jabatan Diluar Kepolisian

Pemohon . Christian Adrianus Sihite, dkk

Jenis Perkara : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara . Pengujian materiil Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.

Amar Putusan . Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Senin, 30 Januari 2026
Ikhtisar Putusan

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan
memutus permohonan a quo;

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun
sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih
dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Mahkamah mencermati rangkaian petitum permohonan para Pemohon yang
menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

ATAU

3. Menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Tidak dimaknai:
Penjelasan Pasal 28 Ayat (3):

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



Setelah Mahkamah mencermati petitum angka 2 dan angka 3 permohonan para
Pemohon, telah ternyata para Pemohon menggunakan istilah “Frasa Penjelasan Pasal ...”
terkait dengan objek pengujian. Namun, dalam petitum permohonan tidak disebutkan redaksi
(frasa) bagian mana dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang hendak diuji
konstitusionalitasnya. Selain itu, terhadap petitum angka 3 di atas, para Pemohon bermaksud
memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU
2/2002 diberikan pemaknaan, namun setelah Mahkamah mencermati redaksional petitum
angka 3, telah ternyata redaksional petitum permohonan tidak lengkap. Dalam petitum angka
3 tersebut tidak terdapat kalimat yang menunjukkan kondisi/syarat konstitusionalitas yang
dimohonkan atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagai pemaknaan seperti yang
dimaksudkan oleh para Pemohon. Uraian petitum permohonan yang demikian menimbulkan
ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan dari Penjelasan Pasal 28 ayat (3)
UU 2/2002 yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya atau untuk
diberikan pemaknaan oleh Mahkamabh, yaitu apakah keseluruhan Penjelasan Pasal 28 ayat
(3) UU 2/2002, atau hanya bagian/frasa tertentu di dalam Penjelasan tersebut yang
dimohonkan pembatalan ataupun pemaknaan. Di samping itu, pada petitum permohonan para
Pemohon tersebut juga tidak diuraikan dengan jelas pemaknaan yang dimohonkan atas norma
yang dinilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, uraian petitum yang demikian
mengakibatkan permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3)
dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan
a quo yang menyebabkan ketidakjelasan petitum, sehingga permohonan para Pemohon
adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima



